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Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan Tertib Administrasi Ke pend udukan' sejalah 
dengarr berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun'. 2008; 1 

• 

perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi"1dan 
berkesinarnbungan; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a .diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Persyaratan dan Tata .Cara Pendaftaran Penduduk 
di Kabupaten Luwu Utara. 
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Mengingat :. 1. Undang-Undang Nomor . ,13 ;r.cillun 1999. , ten�g· 
Pembentukan Kabupaten Daerah · Tingkat II .Luwu- Utara . .  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
47, Tambahan Le�nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3826); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara · Republik 
Indonesia Tahun 2004. Nomor 125, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua .atas 
Undang-Undang Nomor · �2 Tahun 2004. . tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran , Negara Republik 
Indonesia Tahun '.2008 Nomor 59,. Tambahan Lembaran. 
Negara Republik Indonesia Norn.or 4844); 
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Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaltaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
ten tang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2008 Nornor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1'/9); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN 
PENDUDUK DI KABUP ATEN LUWU UT AF,A. 

BABI 

KETENTUAN U�fill'vl 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Luwu Urara, 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Nega�a Republik Indonesia Nomor 4736); 

5. Peraturan.. Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan · 
Pencatatan Sipil; 

· 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Adrrunistrasi Kependudukan 
di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PEitATUR.A.N 
PERSYARATAN 

BUPATI LUVvU 
DAN TATA 

UTARA TENTANG 
CARA PENDAFTARAN 
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PENDUDUK DI KABUP ATEN LT.JvVU UT .ARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara, 

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 

3. Kartu Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah kartu 
yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk 
mendapatkan bantuan uang tunai dan Kartu Jamina11 Kesehal:an Masyarakat 
yang selanjutnya disingkat [amkesmas adalah kartu yang diberikan oleh 
pemerintah kepada rnasyarakat miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis. 
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13. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka 
waktu rang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan · Perundang - . 
undangan. 

14. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 
untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan, 

15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten 
dan daerah Kata. 

16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yrng: diakui dan dihormati 
dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW 
atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dioentuk oleh masyarakat, 
diakui clan dibina oleh pernerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai - 
nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan . 
dan kekeluargaan serta untul, membantu meningkatkan kelancaran tugas 
pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan. 

BAB II 

PENDAFI'ARAi� PENDUDUK 

Bagian Kesatu 

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Pendudnk, Kartu Keluarga 

dan Kartu Tanda Penduduk 

Paragraf 1 

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penc\uduk 

Pasal 2 

(1) Penduduk \,Varga Negara Indonesia yang berdornisili di dalam wilayah 
Kabupa.ten Luwu Utara wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara melalui Kepala Desa/Lurah clan 
Camat untuk dicatatkan biodatanya. 
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(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang 
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang rneiliki 
Izin Tinggal Tetap yang masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara wajib 
melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

(3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan 
pemuktahiran database kependudukan. 

Pasal 3 

(1) Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Surat pengantar dari RT dan RW. 
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain : 

1. Kutipan Akta Kelahiran; · 
2. Ijazah a tau Surat Tanda Tamar Belajar: 
3. KK; 

4. KTP; 
5. Kutipan Akta Perkawinan/ Kuti pan Akta Nikah; a tau 
6. Kutipan Akta Perceraian, 

(2) Pencatatan Biodata Penduduk \Varga Negara Indonesia yang datang dari 
luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) 
dilakukan setelch rnernenuhi syarat berupa: 
a. Paspor: atau 
b. Dokumen Pengganti Pasoor. 

(3) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah 
mernenuhi syarat berupa : 
a. Paspor: 
b. Kartu Izin Tinggal Terbacas, dan 
c. Buku Pengawasan Orang Asing 

(4) Pencatatan Biodara Pend.uduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah 
mernenuhi syarat berupa : 
a, Paspor: 
b. Kartu Izin Tinggal Tetap, dan 

• ' c. Buku Pengawasan Orang Asing 
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Pasal4 

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksnd dalam pasal 2 
ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) Pencaratan Biodata Penduduk di desa/Kelurahan dilakukan dengan tata 
cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Iormulir biodata penduduk 

Warga Negara Indonesia; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi melakukan verilikasi dan validasi data penduduk; 
d. kepala Desa,' Lurah manandatangani Iormulir biodata penduduk; dan 
e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada 

Camat. · 

(3) Pencatatan Biodata Penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara : 
a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. camat menandatangani formulir biodata penduduk: dan 
c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar untuk menerbitkan 
dokumen biodata penduduk. 

(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas 
· Kependudukan dan Catatan Sipil, dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata 

penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk 
mendapatkan NIK; 

b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 
menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan 
mendapatkan NIK dengan Sistem Administrasi Kependudukan. 

Pasal 5 
(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya 
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 
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' (2) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan tata cara : 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Ionnulir biodata penduduk 

Warga Negara Indonesia: 
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan 

rnerekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; 

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 
menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan 
NIK dengan Sistem Administrasi Kependudukan. 

Pasal 6 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang 
meiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
untuk pencataran biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat ( 4). 

(2) Pencatatan Biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan tata cara : 
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan 

menandatangani forrnulir biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; 
b, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi clan 

menandatangsni Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap; 
c. Pelugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
d. Petugas registrasi menandatangani formulir '..Jiodata penduduk dan 

merekam ke dalam database kependudukan untuk men.:lapatkan NIK; 

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil rnenerbitkan dan 
rnenandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan 
mendapatkan NlK dengan Sistem Administrasi Kependudukan, 

Pasal 7 

(1) Dalam ha! terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ay,it (1), Warga Negara 
Indonesia yang datang dari luar negeri karcna pindah atau Orang Asing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib melaporkan kepada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatcn Luwu Utara untuk 
dicatatkan perubahan biodatanya. 
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(2) Pencatatan perubahan biodata sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan. menggunakan : 
a. Surat Pernyataan Perubaban Data Kependudukan; 
b. formulir perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia; 
c. fonnulir perubahan biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau 
d. formulir perubahan biodata Orang Asing Tinggal Tetap. 

(3) Pencatatan Perubahan biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/ 
Kelurahan, dilakukan dengan tata cara : 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan 

Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata penduduk Warga 
Negara Indonesia; 

b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Pen ting; 

c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; 
d. kepala Desa/Lurah manandatangani formulir perubahan biodata 

penduduk;dan 
e. petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data 

Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga 
Negara Indonesia kepada Camat. 

(4) Pencaratan Perubahan biodata Penduduk Warga Negara lndonesia di 
Kecamatan dilakukan dengan tata cara : 
a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan valicasi data penduduk; 
b. Carnal menandatangani formulir perubahan bicdata penduduk Warga 

Negara Indonesia; dan 
c. petugas registrasi menyampaikan formulir Peruba han Biodata Penduduk 

·w arga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Cata tan Sipil. 

(5) Pencatatan Perubahan biodata penducluk Warga Negara Indonesia di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan 
verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database 
kependudukan. · 

(6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil menerbitkan dan 
menandatangani biodata penduduk yang te!ah diubah, 

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas dan Orang Asing ya.ng memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan l:ata cara : 
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a. Orang Asing yang rr.em.iliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan 
rn.enandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan 
Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; 

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi clan 
menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan · 
Formulir Pernbahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap: 

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang 

Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukar. 

(8) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Si;)i.1. mcnerbitkan dan 
menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah. 

Pasal 8 

Perubahan biodata penduduk bagi \•Varga Negara Indonesia, Orang Asing yang 
rnemiliki lzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang merniliki Izin Tinggal Tetap 
yang mengalami peristiwa penting diluar wilayah Republik Indonesia, wajib 
dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu 
Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia 
dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. · 

. Paragraf 2 
Penerbitan Kartu Keluarga 

Pasal 9 

(1) .Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalarn wilayah Kabupaten 
,; Luwu Utara wajib rnelaporkan susunan keluarganya kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 

(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berada dalam wilayah 
Kabupaten Luwu Utara wajib melaporkan susunan keluarganya kepada 
Dinas Kependndukan dan Catatan Sipil. 

' . . . 
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(3) Pelaporan sebagai.mana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar 
untuk penerbitan KK. 
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(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; b. foto kopy atau menunjikkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan: / c. foto kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi rnasyarakat miskin, d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yar,g pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. 
(2) Perubahan KK karena penamoahan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. KK lama; dan b. Kutipan Akta Kelahiran, c. foto kopy Kartu. BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin. ,/ 
(3) Perubahari KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke 

dalam KK bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah 
memenuhi syarat berupa : a. KK!ama; 
b. KK yang akan ditumpangi; / 

/ c. foto kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin. 
d. Surat keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. 
' 

. (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keiuarga bagi Orang Asing yarig 
memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK \,Varga Negara 
Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 
a. KK lama atau KK yang ditumpangi: 
b. Paspor; c. Izin Tinggal Tetap; dan 
d. Surat Keterangan Cata tan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap. 
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(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi 
penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 
a. KKlama; 
b. foto kopy Kartu BLT a tau Jamkesmas bagi masyarakat miskin. / 
c. Surat Keterangan Kematian; atau 
d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi 

penduduk yang pindah dalam wilyah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

(6) Penerbi.tan KK karena hllang atau rusak bagi penduduk sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi 
syarat berupa : 
a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. 
b. KK yang rusak; 
c. foto kopy Kartu BLT atau [amkesmas bagi rnasyarakat miskin, V 
d. foto kopy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau 
e. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing. 

Pasal 11 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) wajib melapor kepada Desa/Lurah dengan menyerahkan · 
persyaratan sebagaimana dirr.aksud dalam Pasal 10. 

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Kepala Desa/Lurah manandatangani Ionnulir permohonan KK; dan 
e. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskari berkas formulir 

pcrmohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau 

perubahan KK di Kecamatan. 

t3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara : 
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data pen.duduk; 
b. Camat menandatangani Iormulir permohonan KK; dan 
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c. Perugas rnenyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan 
kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil. 

(4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara : 
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; 
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 

menandatangani KK. 

Pasal 12 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10. 

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproses penerbitan atau 
perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata 
cara: 
a. Penduduk mengisi dan :menandatangani formulir perrnohonan KI<; 

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Petugas menandatangani Formulir permohonan KK; dan 
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan. 

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 
menandatangani KK. 

Paragraf 3 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Pasal 13 / 
(1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan 

setelah memenuhi svarat beruna : 
; . 

a. telah berusia 1'7 (tujuh belas) tahun atau sud ah kawin atau pernah kawin; 
b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah: 
c. Ioto kopy : 

1. Kl�; 

2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yanr; belum berusia 
17 (tujuh belas) tahun; 

3. Kutipan Akta Kelahiran, dan j 
4. Kartu BLT atau [amkesmas bagi Masyarakat .niskin. 
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(3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara 
Indonesia atau Orang Asing yang merniliki Izin Tinggal Tetap dilakukan 
setelah memenuhi syarat berupa : 
a. foto kopy KI<; 

b. KTP lama; / 
c. foto kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin; dan ,/ 
d. foto kopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap, dan surat Keterangan Catatan 

Kepolisian bagi Orang Asing yang merniliki Izin Tinggal Tetap. 

(4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga 
Negara Indonesia atau Orang Asing yang rnerniliki Izin Tinggal Tetap, 
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 
a. foto kopy KK; 
b. KTPlama; 
c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan · 

peristiwa penting: dan 
d. Ioto kopy Kartu BLT atau [amkesmas bagi masyarakat miskin, ,j 

Pasal 15 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala 
Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 13 ayat (1) dan Pasal Id. · 

(2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
/ (1) dilakukan dengan tata cara : 

'a. penduduk mengisi dan menandatangani Iorrnulir nermohonan KTP 
Warga Negara Indonesia; 

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Perisriwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting, 

c. Petugas registrasi rnelakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Kepala Desa/ Lurah manandatangani formulir permohonan KTP; dan 
e. Petugas registrasi menyerahkan formulir perrnohonan KTP kepada 

penduduk untuk dilaporkan kepada Carnat, 

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e, dilakukan dengan tata cara: 
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan valicasi data penduduk; 
b. Camat menandatangani for:mulir permohonan KTP; 
c. Petugas menyampaikan formulir permohonan K''T yang dilampiri 

dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP. 
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d. Surat Keterar,gan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang 
datang dari luar negeri karena pindah. 

e. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm dari penduduk yang bersangkutan 
sebanyak 2 ( dua) lembar dengan ketentuan : 
1. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo 

berwarna merah; atau 
2. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo 

berwama biru, 
3. Pas photo sebagaimana dimaksud pada point I dan 2 diatas dengan 

ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. 

(2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, 
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; 
b. foto kopy : 

1. KK; 

2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 
17 (tujuh belas) tahun; 

3. Kutipan Akta Kelahiran; 
4. Papor dan Izin Tinggal Tetap; dan 

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, 

Pasal 14 

(�) Penerbiran KfP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara 
Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan 
serelah memenuhi syarat berupa : 
a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak; 
b. Fotokopy KK; 
c. fotokopy Kartu BLT atau [amkesmas bagi masyarakat miskin; dan 
cl. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. 

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi ·warga Negara Indonesia atau · 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, diiakukan setelah mernenuhi 
syarat berupa : 
a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang, dan 
b. Surat Keterangan Datang dari. Luar Negeri bagi. Warga Negara Indonesia 

yang datang dari Luar Negeri karena pindah, 
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(4) Penerbitan KTP di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara : 
a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

Kependu<lukan; 
b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,nenerhitkan dan 

menandatangani KTP. 

. i ' 
; 
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Pasal 16 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas 
Kependudukan dan Catatan fiipil dengan membawa persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14. 

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproses penerbitan KTP Orang 
Asing sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : 
a. Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani 

formulir permohonan KTP Orang Asing: 
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

kependudukan;dan 
d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 

menandatangani Kartu Tanda Penduduk Orang Asing. 

Pasal17 

Paragrafl 
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia 

Daiam Wilayah Kabupaten Luwu Utara 

\ 
\ 

i 

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas I Kependudukan clan Catalan SipiL 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

I (1) 
' 

Pasal 18 

Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan pendudux Warga Negara 
Indonesia dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan 
memperhatikan klasifikasi perpindahan pen<luduk; 
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Klasifik.asi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sebagai berikut : 
a. dalam satu desa/keluraharu 
b. antar desa atau kelurahan dalam satu satu kecamatan; 
c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; 
d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau 
e. antar provinsi. 

Pasal 19 

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Vvarga Negara Indonesia 
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa 
surat pengantar RT /RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan 
Pindah. 

(2) Surat Keterangan Pindall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
selama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

(3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada · penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut · dan 
d.irn.usnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

(4) Surat Keterangan Pindah sebagairnana dimaksud pada ayat (3), berlaku 
sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan. 

Pasal 20 

(1) Penduduk vVarg3. Negara Indonesia yang berada dalarn wilayah Kabupaten 
Luwu Utara dan bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala 
Desa/ Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19. . 

(2) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani fonnulir permohonan pindah; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 

16 

'.i ' ' 
t· • 

,., . 

"f 

, ·  
., 

·\" 
(2) :\ 

•.. 

' 



' . 

l 
u • 
I 

I . 
' 

I 

\ 

f 

' 

d. Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil menerbitkan dan manandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; 
dan 

e. Petugas registrasi mencata.t dalam Buku Induk Penduduk dan Buku 
· Mutasi Penduduk. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses perubahan KK bagi Kepala/ anggota dalam KK yang tidak pindah; 
b. proses penerbitan Kl< dan KTP dengan alamat baru: dan 
c. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 21 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Luwu Utara dan bermaksud untuk pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala 
Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana climaksud dalam Pasal 
19. 

(2) Pendaftaran PenduJuk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: · 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah; 
b. Pelugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
,.,..F- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 

d. Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Lnwu Utara menerbitkan clan manandatangani. Surat 
Keterangan Pindah Datang; dan 

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buki, 
Mutasi Penduduk: clan 

f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d 
diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala 

Desa/Lurah tujuan. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses perubahan KK bagi Kepala/ anggota dalam KK yan6 tidak pindah; 

dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 
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Pasal 22 

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan 
dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. 

Pendaftaran Penduduk Warg;:i Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut : 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah 

datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Perisliwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
c, Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
d. Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil menerbitkan dan mananda(:angani Surat Keterangan Pindah Datang. 
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(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d, digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses perubahan KK dan Kf P dengan alamat baru; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 23 

(1) Penduduk "\Varga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Luwu Utara clan bermaksud untuk pindah dengan klas:.fikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala 
Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19. 

(2) Pendaftaran ?enduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rata cara sebagai 
berikut : · 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Iormulir perrnohonan pindah: 
b. Petugas registrasi rnelakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Petugas registrasi mencatat da1arn Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
cl. Kepala Desa/ Lurah mengetahui clan membubuhkan tanda tangan pada 

Surat Pengantar dari RT/R'vV; 
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku lnduk Penduduk dan Buku 

Mutasi Penduduk: dan 
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Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2.) huruf f dilakukan dengan tata ca-a sebagai berikut: 
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. Camat dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan 
c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b di 

serahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan . .  

f. Kepala Desa/Lurah/Petugas · registrasi meneruskan berkas formulir 
permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat 
Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat. 

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses perubahan KK dan KTP dengan alamat baru; dan 

l b. perekaman ke dalam database kependudukan. 
i 

\ 
J Pasal24 

\ (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Fasal 23, 
melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan 
dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah, 
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(2) Penda£taran Penduduk Warga Negara Indonesia d; Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir pcrmohonan pindah 

datang; 
b. Petugas registrasi mencatat dal.am Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

, �' dan Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukar. verifikasi dan validasi data pe�duduk; dan 
d. Kepala Desa/ Lurah menandatangani dan meneruskan formulir 

permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada 
Camat. 

(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
u. Camat dan aras nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. 
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Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b, digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses pe.rubahan KK dan KTP dengan alamat baru; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 25 

(1) Pendudnk Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Luwu Utara dan bermaksud untuk pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf ct dan huruf e, melapor kepada 
Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimaru, dimaksud dalam 
Pasal l9. 

(2) Pendaitaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: · 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Iorrnulir permohonan pindah; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Perisriwa Kependudukan 

dan Peristiwa Pen ting; · 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantr,r Pindah antar 

Kabupaten/ Kata a tau antar Provinsi; 
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku 

Mutasi Penduduk; clan 
f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir 

permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan Surat 
Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat, 

(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf f dilakukan dengan tata cam sebagai berikut : 
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
b, Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah an.ar Kabupaten/Kota 

atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan 
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir perrnohonan pindah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar 
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat 
Keterangan Pindah, 

(4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil rnenerbitkan dan 
menandatangani Surat Keterangan Pindah serta rncnyerahkan kepada 
penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. 
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(5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan 
sebagai dasar : 
a. proses perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga dalam KK yang tidak 

pindah: dan 
b. perekaman ke dalern database kependudukan. 

Pasal 26 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan 
dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. 

(2) Pendaftaran Penduduk Warga 'Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah 

datang; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
e. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir 

permohonan pindah datang sebagairnana dirnaksud pada huruf a kepada 
Cam at. 

(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 
'a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data pendudnk; dan 
c. Camat menandaiangani Formulir Perrnohonan Pindah Datang dan 

menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Luwu Utara sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan 
Pindah Datang. 

(4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 
menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. 

(5) Surat Keternngan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses perubahan KK dan K1P dengan alamat baru: dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 
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Paragraf 2 
Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi 

Pasal27 

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi 
meliputi: 
a. Surat Pengantar RT /RW; 
o, KI<;. 

c. KTP; 
d. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi; clan 
e. Surat Pemberitahuar, Pemberangkatan. 

Pasal 28 

(1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dalam wilayah Kabupten Luwu 
Utara dengan klasilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan-persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan tata cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 
Peraturan Bupati ini, · 

(2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Dinas Sosial, Tenaga Ketja dan 
T ransmigrasi, 

Paragraf 3 

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing 
Dalam Wflayah Kabupaten Luwu Utara 

Pasal 29 

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Terbatas d,111 Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tet:ap dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. 

{2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sebagai berikut : 
a. dalam kabupaten/kota; 
b. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi: a tau 
c. antar provinsi. 
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Pasal30 

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan Orang Asing yang rnemiliki Izin Tinggal 
Tetap, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. KK; 

b. KTP untuk Orang Asing; 
c. fotokopy Paspor dengan rnenunjukkan aslinya; 
d. fotokopy Kartu Izin Tinggal Tetap; 
e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan 
f. Su.rat Keterangan Catatan Kepolisian, 

(2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang rnernliki Izin 
Tinggal Terbatas, dilaku.kan dengan rnemenuhi syarat berupa : 
a. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 
b. fotokopy Paspor; 
c. fotokopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, 

Pasal 31 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap dalarn wilayah Kabupaten Luwu Utara yang 
bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 
ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas Kependuclukan dan Catatan 
Sipil dengan mernbawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan 

Pindah Datang; · 
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; _ 
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menrndatangani Surat 

Keterangan Pindall Datang; 
d. Petugas merekarn data dalarn database Kepcndudukan; dan 
e. Petugas menyarnpaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang 

kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal. 

(3) Surat Keterangan Pindzh Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (?.) huruf 
c digunakan sebagai dasar : 
a. Perubahan KK bagi Kepala/ anggota dalam KK yar g tidak pindah; 
b. Penerbitan Surat Ketcrangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi 

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; a tau 
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c. Penerbitan lJ< dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap. 

(4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara 
menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala 
Des a. 

Pasal 32 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Lrwu Utara yang 
bennaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan 
dan C:atatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 30. 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut : 
a. Orang Asing rnengisi dan menandatangani Forrnulir Surat Keterangan 

Pindah Datang; 
b. Fetugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menandatangani Surat 

Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk 
dilaporkan ke daerah tujuan; dan 

· d. Petugas merekam data dalam database kependuduk .. n. 

('.:\) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepalr.j anggota keluarga 
yang tidak pindah. 

PaJal-33 

Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang 
bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi 
Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang. 
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Bagian Kedua 
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara 

Pasal 34 

Perpindahan Penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut: 
a, Penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kaoupaten Luwu Utara 

yang bermaksud pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun atau lebih berturut-turut; 

b. \Varga Negara Indonesia datang dariluar negeri karena pindah dan menetap · 
dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara; 

c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas dalam 
wilayah Kabupaten Luwu Utara; 

d. Orang Asing yang merniliki Izin Tinggal Terbatas atau izin Tinggal Tetap 
dalam wi\ayah Kabupaten Luwu Utara yang akan pindah ke luar negeri. 

' 

Pasal 35 

(l) Pendaftaran bagi PendudukWarga Negara Indonesia yang akan pindah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan setelah memenuhi 
syarat berupa: 
a. Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW; 
b. KK; dan 
c. KTP. 

(2} Pendaftaran bagi 'Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan setelah memenuhi 
syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspur. 

(3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan serelah memenuhi syarat 
berupa: 
a. Paspor: dan 
b. Izin Tinggal Terbatas. 

(4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan setelah memenuhi syarat 
berupa : 
a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin ti.nggal tetap; dan 
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memilki izin 

tinggal terbatas, 
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Pasal 36 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri 
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 34 huruf a melapor kepada Kepala 
Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (1). 

(2) Pendaftaran Penduduk Waq;a Negara Indonesia di Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut : 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pengantar 

Pindah ke Luar Negeri; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan 

Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a kepada Camat; dan 

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku 
Mutasi Penduduk. 

(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
huruf d, dilakukai. dengan tata cara : 
a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat 

dengan membu.buhkan tandatangan; 
. b. · Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan 
d. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan. 

l (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan 
dengan tata cara : 
a. Penduduk menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari 

Penduduk disertai persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) huruf b clan huruf c; · 

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil menerbitkan dan 

menandatangaui Surat Kcterangan Pindah ke Luar Negeri; 
d. Petugas registrnsi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat 

Keterangan Pindah ke Luer Negeri; 
e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang 

pindah dicabut oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil; dan 

' 
' 

26 



1, 
, .  

,; r.. � 

' . 

i 

'f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke 
luar negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan 
perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal. 

Pasal 37 

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil ciengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2). 

(2) Dinas Kependudukan dan Caiatan Sipil melakukan pendaftaran 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 
berikut: 
a. Warga Negara Indonesia rnengisi dan menandatangani Formulir Surat 

Keterangan Datang dari Luar Negeri; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 

dan Pcristiwa Penting: 
c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk: 
d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara 

menerbitkan dan menand.atangani Surat Keterangan Datang dad Luar 
Negeri, KK dan KTP; dan 

e. Petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(3) Warga Negara Indonesia yang telah rnendapatkan Kl( dan KTP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, 
Kepala Dsa/Lurah dan RT /RVv tempat domisili dengan menyerahkan Surat 
Keterangan Datang dari Luar Negeri. 

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang 
melaporkan kedatangannya sebgaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara 
petugas registrasi mencutat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Pasal 38 

(1) Orang Asing yang datang dari Iuar negeri sebagai.nana dimaksud dalam 
Pasal 34 huruf c, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
dengan rnembawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). 

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi1 melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara : 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pcndaftaran Orang 

Asing Tinggal Terbatas; 
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b. Petugas rnelakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil rnenerbitkan dan 

rnenandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan 
d. Petugas rnerekam data dalarn database kependudukan. 

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan Data Pindah 
Orang Asing kepada Carnat dan Kepala Desa/Lurah. 

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang rnelaporkan 
kedatangannya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petu.gas 
registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Pasal 39 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status 
menjadi lzin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil dengan membawa persyaratan : 
a. Paspor, 
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 
c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan den Catatan Sipil 
, sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tata cara: 

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Ionnulir pendaftaran Orang 
Asing Tinggal Tetap; 

b. Petugas registrasi melakuksn verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 

menandatangani KK dan KIP Orang Asing; dan 
d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. 

(3) Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil menyampaikar. dsta pindah datang 
Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. 

(4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan 
kedatangannya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas 
registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 
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Pasal 40 

(1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebaga'rnana dimaksud dalam 
Pasal 34 huruf d, melapor kepada Oinas Kependudukan dan Catatan Sioil 
dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4). 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
d.engan tata cara: 
a. · Orang Asing mengisi dan menandatangani fonnulir keterangan Pindah 

ke Luar Negen; 
b. Petugas melakuxan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mcnyimpan KK dan KTP 

. Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing 
yang akan pindah: 

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan 
e. Petugas menyampaikan formulir 'Keterengan Pindah ke Luar Negeri 

kepada Camat clan Kepala Desa/Lurah tempat domisili. 

(3) Kepala Desa/Lurah melakukan penclaftaran Orang Asing yang telah pindah 
ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara 
petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan 
clan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Bagian Keempat 
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal 41 

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan rneliputi klasifikasi : 
a. Penduduk Korban Bencana Alam; 
b. Penduduk Korban Bencana Sosial; 
c. OrangTerlantar; dan 
·d. Komunitas Terpencil 

Pasal 42 

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk bencana sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyediakan : 
a. Forrnulir pernyataan kehllangan dokumen kependudukan; 
b. Pormulir pendataan; dan 
c. Dokurnen kependudukan yang tercatat dalarn data kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; 
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(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 huruf c 
dan huruf d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 
menyediakan : 
a. Fonnulir pemyataan tidak memiliki dokumen kependucukarc 
b. Fonnulir pendataan, 

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagairnana dimaksud dalam Pasal 41 huruf 
d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 
menyediakan : 
a. Formulir Keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/ Adat setempat; 

dan 
b. Formulir pendataan. 

(4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim 
Pendataan yang dibentuk oleh Bupati. 

Pasal43 

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana 
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan tata 
cara: 
a. mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara; 
b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; 
c. melakukan verifikasi dan validasi; 
d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disamp aikan ke Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; dan 
e. mernbantu proses penerbitan Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas 

clan Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 42 ayat (2) 
dilakukan dengan tata cara : 
a. membuat data lokasi orang terlantar; 
b. mendatangi oxang terlantar; 
c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; 
d. melakukan verifikasi dan validasi; 

e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas 
Kependudukan dan Cata tan Sipil; dan 

f_ membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar, 

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(3) dilakukan dengan tata cara : 
a. mendatangi lokasi komunitas terpencil; 
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b. mengisikan formulir pendataan untu1c ditandatangani penduduk; 
c. melakukan verifikasi dan validasi; 
d. mencatat dan merekam data ·penduduk untuk disampaikan ke Dinas 

Kependudukan dan Catalan Sipil; da.n 
e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlanta.r. 

(4) Kepala Dinas Kependudukr.n dan Catatan Sipil menerbitka.n dan 
menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identita.s da.n Surat 
Keterangan Pencatatan Sipil .sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, Surat 
Keteranga.n Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf e. 

(5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi 
Kepala Dinas Kependudukan dan Cata.tan Sipil sesuai dengan peratura.n 
perundang-undangan, 

Bagian Kelima 
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

Pasal 44 

(1) Penduduk yang tidak mampu rnelakukan pelaporan sendiri dalam 
pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil a tau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang 
tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental. 

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau 
orang yang diberi kuasa. 

Pasal 45 

Pelaporan penduduk yang tidal, mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (1.), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan. 

Bagian Keenam 
Formulir dan Buku Penduduk 

Pasal46 

Ketentuan lebih lanjut mcngenai formulir dan buku yang digunakan dalam 
Pendaftaran Penduduk diatur dalam Keputusan Bupati Luwu Utara, 
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BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk yang berlaku saat Peraturan 
Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diganti sesuai dengan Peraturan Bupati ini, 

Pasal 48 

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk yang 
ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan 
Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba 
pacla tanggal 25; Mei 2009 

BUPATI LUWU UT ARA, 

�;f- 
H. M.LUTI-U&IA. MUTTY 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal , 25 Mei 2009 

SEKRETARlS.DAERr'\HKABUPATEN LUWU UT ARA, 
'-·, 

Drs.H.A.CHAERUL P ANGERAKG 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUvVU UT ARA TAHUN 2009 NOMOR2� . . . .  
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